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1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stal@h dinamisnya
demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indgnegenyelenggaraan
pemilihan umum memang secara periodik sudah beslany sejak awal
kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokratesaat pemilihan umum yang
terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demsikyang matang. Hal itu
disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapartukinmenemukan format
demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penygheagn pemilihan umum
2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar darmanuUntuk ukuran bangsa yang
baru beberapa tahun lepas dari sistem otoritapanyelenggaraan pemilihan
umum 2004 yang terdiri dari pemilihan umum legi§ldan pemilihan umum
presiden secara langsung yang berjalan tanpa and&kkerasan dachaos
menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Tahapan demokrasi bangsa Indonesia kembali diujgale momentum
pemilihan umum kepala daerah langsung yang telalangsung sejak 2005.
Meskipun sebagian masyarakat masih skeptis dengamlilpan umum kepala
daerah langsung ini terutama ketidaksiapan matanri ohfrastruktur, tetapi
momentum pemilihan umum kepala daerah idealnyadilga sebagai proses
penguatan demokratisasi. Sebenarnya, agenda ke Hapgsa ini tidak bisa lepas

dari upaya penguatan, partisipasi, dan kemandiddmyat lewat proses-proses



yang demokratik. Catatan ini penting, mengingataker dan kemampuan

berdemokrasi rakyat masih sangat lemah. Semenegaras faktual, rakyat

sebenarnya hidup di ruang yang sangat terbukao&arsmendasar adalah rakyat
hidup di tengah demokratisasi yang mulai terbukaaresetelah lengsernya
Soeharto yang kemudian diiringi oleh kebebasanigyaasi yang luar biasa,

tetapi belum diiringi oleh kematangan mental dakesidalam berdemokrasi.

Kebebasan berpolitik tidak ditopang oleh rasionalitdaya kritis, kemandirian

berpikir, dan bersikap. Padahal nilai utama yanguhg oleh demokrasi adalah
terbukanya ruang-ruang politik rasional dalam sktiap rakyat.

Kebebasan yang tidak didasari oleh rasionalitastifpakhir-akhir ini
sangat nampak dalam upaya penguatan kekuasaaanadaolitik lokal. Peluang
konflik politik dalam perebutan kekuasaan akan mgkeat seiring ditetapkannya
mekanisme pemilihan umum kepala daerah secarauaggsulai tahun 2005. Di
tengah belum menguatnya kesadaran politik di lgvets roof maka momentum
pemilihan umum kepala daerah menjadi pertarungétikpgang selalu membuka
ruang potensi konflik, manipulasinoney politicsdan intimidasi. Dalam konteks
penguatan demokratisasi, pemilihan umum kepalaalalmgsung sebenarnya
berpeluang untuk melakukan pematangan dan penyatardemokrasi. Rakyat
yang memiliki kesadaran berdemokrasi adalah langiedl dalam menuju lajur
demokrasi yang benar.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Murray Print 198l) bahwa
pembentukan warga negara yang memiliki keadabarokiatns dan demokrasi

keadaban paling mungkin dilakukan secara efektiiyaamelalui pendidikan



kewarganegaraa(tivic education) Aktualisasi daricivic educationsebenarnya
terletak kepada tingkat partisipasi politikkyat di setiap momentum politik,
seperti pemilihan umum. Partisipasi politik yangnéd berakibat pada sebuah
realitas politik yang kini menggejala di permukatam terkait dengan era otonomi
daerah vyaitu terjadinya kesenjangan politik antarasyarakat sipil dengan
lembaga kekuasaan lokal, di mana aktor pelaksakaakaan lokal baik unsur
birokrasi maupun legislatif sering melakukan largk@engambilan dan
pelaksanaan kebijakan politik yang tidak selarasigde aspirasi kolektif
masyarakat sipil. Lembaga kekuasaan politik loka@ng/ sebagian besar
didominasi kalangan partai politik peraih suara giean umum 2004 yang lalu
seringkali tidak mampu menjalankan fungsi ketenfgakipolitik dan kurang
optimal dalam peran sebagai pelayan aspipaslic. Seberapa jauh pemilihan
umum kepala daerah selama ini memberi ruang paassipolitik bagi rakyat!
Apakah pemilihan umum kepala daerah mampu menjaki gersinggungan
rakyat dan negara sebagai manifestasi partisigdiskpakyat?

Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyadlald keterlibatan rakyat
secara perseorangé@orivat citizen)untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi,
dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan mésherintah dengan tujuan
mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap rkepgmn mereka. Dari
ilustrasi di atas, dapat disimpulkan bahwa padisipakyat bisa dipahami sebagai
keterlibatan rakyat serta hubungan negara dan masta (dalam bingkai
governancg Namun dalam pengertian politik secara luas,igpési rakyat

adalah semua bentuk keterlibatan masyarakat dal@sep berhimpun untuk



mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhagfapgusan yang diambil.
Partisipasi politik rakyat sebenarnya adalah tementral dari proses
demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyaraka berperan sebagai subyek
dalam menentukan arah masa depagietynya. Di Indonesia perdebatan tentang
partisipasi politik hanya terbatas pada angka ahglartisipasi masyarakat dalam
setiap pemilihan umum. Sebelum reformasi bergatigka itu selalu berada pada
kisaran 90%, maka dengan mudah orang akan menlgabuta partisipasi politik
masyarakat tinggi.

Namun sebenarnya bukan ukuran tingginya tingkatggaasi masyarakat
dalam pemilihan umum, yang lebih penting adalahngalajaminan dan
mekanisme yang baku, daoomfortable bagi semua rakyat untuk dapat
menyalurkan pikiran-pikirannya ke dalam sebuahitusst formal. Salah satu
peran rakyat yang sangat penting adalah melakwgcmmal control terhadap
pemerintah dan institusi-insitusi lain, seperti DBRu peradilan. Secara kasat
mata, mungkin bisa dikatakan bahwa partisipastigahasyarakat akhir-akhir ini
meningkat. Intensitas demo yang makin marak, iktérdV dan radio yang
makin mendominasi program-program massa, sertanglesinya keterlibatan
publik dalam perdebatan tentang satu wacana tartent

Namun, apakah semua kondisi yang disebutkan tatihsmemberikan
jaminan bahwa partisipasi politik sudah benar-betgayadi? Ternyata tidak.
Akhir-akhir ini partisipasi politik pada pemiliharmum kepala daerah cenderung
menurun. Sebenarnya, penyelenggaraan pemilihan ukepala daerah menjadi

momentum untuk memperkuat partisipasi politik rakyedak hanya sekadar



menjadikan pemilihan umum kepala daerah sebagahoria politik semata.
Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara lamgsu berarti partisipasi
politik rakyat akan lebih efektif. Namun, evalugeimilihan umum kepala daerah
2006-2008 yang telah berlangsung selama ini mekkaju partisipasi politik
masih cukup rendah dalam pemilihan umum kepalaatiaeBeberapa hasil
pemilihan umum kepala daerah yang menunjukkan remaapartisipasi dapat

dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Hasil Pemilihan umum Kepala Daerah
Daerah Persentase Tidak Memilih

Kota Medan 45.32 %

Prov. Sumbar 36.28 %
Bengkulu 30.27 %

Kota Depok 40.23 %

Kota Pekalongan 36.49 %
Blitar 46, 34 %

Kota Surabaya 48.59 %

Kota Makasar 46,45 %

Prov Sumut 48, 42 %

Prov Jabar 32, 7%

Prov Banten 39,28 %

DKI Jakarta 36,2 %

Prov Pati 50 %




Dari hasil pemantauan penulis, di beberapa daeasly ynelaksanakan
pemilihan umum kepala daerah menunjukkan beberagraicp rendahnya
partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kemarah adalah sebagai
berikut.

a. Masyarakat secara sadar dan mandiri untuk tidakgmerakan hak pilihnya
dengan pertimbangan yang didasari sikap apatishiyalereka meyakini
bahwa para calon yang bertarung tidak memiliki k&pa untuk mewujudkan
harapan mereka. Selain itu, mereka menyadari bahercoblos dan tidak
mencoblos memiliki makna yang sama, yakni tidak imernpengaruh yang
cukup signifikan dalam kehidupan mereka.

b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihannurkepala daerah,
diakibatkan persoalan teknis dalam pemilihan umepala daerah. Dalam hal
ini, penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akaalapat memicu
tingginya jumlah warga negara yang tidak terdaftiar DPT, sehingga
menggugurkan hak mereka sebagai pemilih.

c. Persoalan DPT selama pelaksanaan pemilihan umuaiakdperah menjadi
masalah krusial yang sepertinya tidak memiliki sbliebagaimana yang
telah diketahui bahwa serangkaian pemilihan umupaleedaerah yang sudah
berlangsung masalah DPT yang tidak akurat tetapyissan persoalan
rendahnya partisipasi pemilih.

d. Partisipasi juga dipengaruhi oleh kepentingan iicdial pemilih. Dalam hal

ini, banyak pemilih yang lebih mendahulukan dan meonitaskan kebutuhan



individualnya, seperti pergi ke sawah, masuk kéaggi buruh pabrik atau
tidak mudik bagi yang merantau daripada pergi k& TRtuk mencoblos.

Tantangan mendesak adalah menjadikan pemilihan ukeyala daerah
sebagai bentuk artikulasi politik rakyat yang rasiodan kritis. Inilah esensi dari
partisipasi politik rakyat. Selama proses pemilienum kepala daerah, masih
didominasi oleh elit-elit partai politik yang berntal korup, sehingga rakyat
merasa bahwa pemilihan umum kepala daerah sebaghiriasemata. Selain
itu, pemilihan umum kepala daerah akan menjadphoria ketika praktik
manipulasi,money politik,dan kekerasan politik masih berlangsung. Olehrkare
itu, rakyat hendaknya diberikan kemerdekaan untwnentukan pilihannya.
Rakyat harus mampu menentukan hak-hak politiknyaarse sadar dan
bertanggung jawab. Sebagai proses yang baru damscagakan kehidupan
demokratis yang lebih beradab, maka pemilihan unkepala daerah harus
mampu dipahami sebagai suatu proses yang penulamengamika. Selain itu,
kesiapan teknis yang selama ini menjadi domain pemaé dan KPUD pada
persoalan pendataan pemilih harus segera ditinglkatkpaya hak warga negara
dalam memilih tidak hilang secara percuma.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasaikedntuk melakukan
penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran PolW#rga Negara terhadap
Tingkat Partisipasi Politik dalam Pemilihan umum pka Daerah (Studi

Deskriptif Analitik pada Masyarakat Kota Serang-tem)”



1.2 Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah
121 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis meskarn sebuah rumusan
masalah yaitu pengaruh kesadaran politik warga raedarhadap tingkat
partisipasi politik dalam pemilihan umum kepalardhe

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan permasalahan, maka penefiémbatasi
masalah penelitian pada beberapa hal berikut.

a. Adakah pengaruh pengetahuan tentang hak dan kewagbbagai warga
negara terhadap tingkat partisipasi politik dalasmpihan umum kepala
daerah?

b. Adakah pengaruh pengetahuan tentang fungsi, tujaanproses pemilihan
umum kepala daerah terhadap tingkat partisipastipalalam pemilihan
umum kepala daerah?

c. Adakah pengaruh yang berarti antara pengetahuamganhak-hak politik,
hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingkat paesippolitik dalam

pemilihan umum kepala daerah?

1.3 Tujuan Pendlitian
1.3.1 Tujuan umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memphlrgambaran secara
faktual mengenai pengaruh kesadaran politik warggara terhadap tingkat

partisipasi politik dalam pemilihan umum kepalardhe



1.3.2 Tujuan khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk netalgui:

a. pengaruh pengetahuan tentang hak dan kewajibargaebarga negara
terhadap tingkat partisipasi politik dalam pemitihanum kepala daerabh;

b. pengaruh pengetahuan tentang fungsi, tujuan dasegrpemilihan umum
kepala daerah terhadap tingkat partisipasi politstam pemilihan umum
kepala daerah;

c. pengaruh yang berarti antara pengetahuan jaminkindia politik, hukum,
dan sosial ekonomi terhadap tingkat partisipastipaalam pemilihan umum

kepala daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian
141 SecaraTeoretis
Kegunaan penelitian secara teoretis adalah sebaghut:

a. dengan diketahuinya pengaruh kesadaran politik avanggara terhadap
tingkat partisipasi politik dalam pemilihan umumpkéa daerah, penulis bisa
memberikan informasi dan konstribusi yang bermakepada pemerintah,
sehingga akan tercapai suatu pesta demokrasi yeswgisdengan hakekat
demokrasi itu sendiri;

b. dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pemhbangilmu politik,
khususnya yang berkaitan dengan konsep-konsep \saabel-variabel
tentang pengaruh kesadaran politik warga negahadap tingkat partisipasi

politik dalam pemilihan umum kepala daerah;
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c. berguna dalam proses belajar penelitian ilmiah.
1.4.2 Secara Praktis
Kegunaan penelitian secara praktis adalah sebagub

a. sebagai sarana untuk membangun ilmu yang ditekenul@ yaitu pada
Jurusan Pendidikan Kewarga negaraan (PKn), Faklitas Pengetahuan
Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia;

b. dapat memperluas wawasan penulis dalam pelaksangasdi lapangan;

c. proses belajar atau pelatihan merupakan konsepftetodologi pada
penelitian ilmiah dan menambah pengetahuan mengemgaruh kesadaran
politik warga negara terhadap tingkat partisipasiitig dalam pemilihan
umum kepala daerah;

d. memberikan informasi, saran, dan krittk membangentang pengaruh
kesadaran politik warga negara terhadap tingkatisgzasi politik dalam

pemilihan umum kepala daerah.

1.5 Definisi Operasional

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, ada behesdah yang dapat
ditafsirkan ke dalam beberapa pengertian agar tigsjadi kesalahpahaman
penafsiran. Untuk menghindari kesalahan penafgsledam menginterprestasikan
istilah-istilah yang digunakan untuk menata konpepelitian ini, istilah-istilah

ditafsirkan secara operasional sebagai berikut.
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a. Kesadaran
Secara harfiah kata “kesadaran” berasal dari ksdddr”, yang berarti insyaf;
merasa; tahu dan mengerti. Jadi, kesadaran adalakykfan atau merasa
mengerti atau memahami segala sesuatu.

b. Warga negara
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nd-afin 2006 tentang
kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa “Negarapakan salah satu
unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara yawegniliki hak dan
kewajiban yang perlu dilindungi dan dijamin pelaksannya”.

c. Politik
Meriam Budiajo (2003: 11) mengungkapkan bahwa ftiRoliadalah
pengambilan keputusan kolektif atau pembatasaajakenaan umum untuk
masyarakat seluruhnygolitica of collective decision making or the nraki
public police for an entrie society)”.

d. Partisipasi
Dalam kehidupan sehari-hari, partisipasi seringitkian dengan peran serta,
keikutsertaan, ketertiban, dan kerelaan. Kaith Daf(®antoso Sastrowardoyo
1986: 13) menyatakan bahwa “Partisipasi adalahgsebeterlibatan mental
atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dakftu kelompok dalam
usaha mencapai tujuan dan turut bertanggung jaediadap usaha yang

dilakukan”.
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e. Pemilihan umum
Pemilihan umum adalah suatu mekanisme politik unio&ngartikulasi
aspirasi dan kepentingan warga negara. Ada empgsifypemilihan umum
yang terpenting vyaitu legitimasi politik, tercipten perwakilan politik,
sirkulasi elit politik, dan pendidikan politik

f. Kepala daerah
Menurut peraturan-peraturan Pemerintah nomor 107 &005 pada pasal 1
ayat (2) kepala daerah dan wakil kepala daerataladaubernur dan wakil
Gubernur untuk provinsBupati dan wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota

dan wakil Walikota untuk kotamadya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2004 merupakan titik awal bagi negadoniesia untuk
melaksanakan pemerintahan demokrasi yang sesunggltamena pada tahun
tersebut negara kita telah melaksanakan pemilihamusecara langsung. Seiring
dengan hal itu, pada tahun yang sama UU no 32 {200 tentang pemerintahan
daerah telah diberlakukan dan hal ini merupakasktokur diadakannya sistem
politik demokrasi ditingkat daerah, yang tadinyanpdan umum kepala daerah
dilakukan oleh para anggota DPRD menjadi pemililiarum kepala daerah yang
dipilih langsung oleh rakyat dengan tujuan menkaeri kesempatan kepada
rakyat untuk memilih kepala daerahnya secara langsu

Menurut Surbakti dalam Sastroatmodjo (1995: 90-®dgnyebutkan

bahwa “Terdapat dua aspek penting yang mempengtnghi rendahnya tingkat
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partisipasi politik seseorang, yakni aspek kesadgpalitik seseorang dan
kepercayaan politik terhadap pemerintah”. Kesadtedradap hak sebagai warga
negara baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupuh-iak mendapat jaminan
sosial dan hukum. Sementara itu, kesadaran terhieelapjiban sebagai warga
negara baik kewajiban dalam sistem politik, kehatuposial, maupun kewajiban
lainnya ikut memberikan pengaruh terhadap tinggndadinya partisipasi
seseorang. Sejalan dengan hal itu, Hasan Habi®3(123) mengemukakan
bahwa:

Tingginya kesadaran politik seseorang/masyarakan akerpengaruh

terhadap partisipasi politik masyarakat, yakni Rddatan seseorang dalam

kegiatan politik, terutama keterlibatan dalam mengaeuhi kebijakan
pemerintah serta menyeleksi para pejabat yang akafuk dalam
pemerintahan.

Kegiatan tersebut dilakukan melalui keikutsertaalamh pemilihan umum,
diskusi terbuka, menulis artikel yang isinya mengaenhi kebijakan pemerintah,
dan berbagai kegiatan lainnya. Sukarna (1978: irfE&)gemukakan pendapatnya
tentang kesadaran politik.

Kesadaran politik adalah apabila seluruh warga naegaenyadari

kepentingan negara (kepentingan negara tidak ldeetigan kepentingan

pemerintah karena negara tidak hanya dibentuk pkherintah tetapi
oleh seluruh warga negara) diatas kepentingan senau golongan.
Sementara itu, Gabril Almod dan Sidney Verba (1960) mengukur
demensi kesadaran politik didasarkan atas duaikrdelalah sebagai berikut:
a. mengikuti segala kegiatan pemerintah;

b. mengikuti laporan mengenai aktivitas pemerintah atnelberbagai media

masa.
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Hal yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Ramlamai (1999: 144)

bahwa:

kesadaran politik adalah kesadaran akan hak daajikan sebagai warga
negara hal ini menyangkut pengetahuan seseoramgn¢eringkungan

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat damgign seseorang
terhadap lingkungan masyarakat dan politik temgaidup.

Adapun yang dimaksud warga negara merupakan gabudaya kata warga dan
negara. Warga berarti anggota (keluarga, persankabrganisasi, dan lain
sebagainya). Sementara negara merupakan satu&esatayah yang terdiri atas
berbagai satu kesatuan wilayah yang diakui. Setaygudi dalam Undang-undang
Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kgaveegaraan Republik
Indonesia dijelaskan bahwa “Warga negara merupakéah satu unsur hakiki
dan unsur pokok dari suatu negara yang memiliki dreak kewajiban yang perlu

dilindungi dan dijamin pelaksanaannya”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahvead&ran politik warga
negara akan sangat berpengaruh terhadap partigipbisk. Konsep partisipasi
politik merupakan perpaduan dari dua buah kata yttisipasi dan politik. Kata
partisipasi merupakan pinjaman dari bahasa Belgada”participatie” dan atau
dari bahasa Inggri¥articipation”. Kata ini sebenarnya berasal dari bahasa latin
"participatio” , yang berarti mengambil bagian. Kata “"participati@rasal dari
kata kerja”participare” yang berarti ikut serta. Dengan demikian, paréisip
mengandung pengertian aktif, yakni "adanya kegiatan aktivitas”.

Dari pengertian partisipasi dan politik tersebutemkidian timbul

pendekatan mengenai partisipasi politik adalahgaaldzerikut.
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a. Miriam Budiarjo (1998: 1) mengemukakan bahwa:
Sebagai definisi umum, dapat dikatakan partisigaditik adalah
kegiatan seseorang atau sekelompok orang untukskxid secara
aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalaemilih pemimpin
negara dan secara langsung atau tidak langsung engamuhi
kebijakan pemerintah.

b. Herbert Mc Closky dalam Miriam Budiarjo (1998: 2gmberikan pengertian

tentang partisipasi politik.

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela daarga masyarakat
melalui di mana mereka mengambil bagian dalam prpsenilihan
penguasa secara langsung atau tidak langsung dgleoses
pembentukan kebijakan umum.

Sebagai salah satu bentuk pesta demokrasi lokaijipan umum kepala
daerah secara langsung saat ini bukan hanya mewackna dalam proses
perjalanan politik dan sistem pemerintahan di It melainkan juga telah
menjadi momentum nyata yang memiliki nilai strasegntuk menata kembali
berbagai proses ketatanegaraan dan pemerintattaedih sekaligus merupakan
peranan penting yang akan menentukan apakah pdeseskratisasi di tingkat
daerah akan dapat berjalan dan menjadi sebualdeitaokrasi atau tidak.

Konsep demokrasi langsung yang diterapkan dalanseprgpemilihan
umum kepala daerah secara langsung diharapkanetdbrmembuka ruang bagi
kebebasan penyaluran hak politik rakyat dalam minpéra calon pemimpin
daerah. Realisasi adanya kebebasan penyaluranohak ini penting dilakukan.
Selain itu, jaminan terwujudnyakuntabilitas publik dalam penyelenggaraan

pemilihan umum kepala daerah menuju terciptanyaawapemerintahan daerah

yang lebih demokratis dan bertanggung jawab akah terbuka.
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Sebenarnya informasi akan dilaksanakannya pemilinaum kepala
daerah secara langsung sesungguhnya telah namplak pesal 18 ayat (4)
Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "Gubernur, Bupam, Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah proviabigaten, dan kota dipilih
secara demokratis”. Informasi tersebut semakin Waedika pasal 56 ayat (1)
undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahurl 200tang Pemerintahan
Daerah menegaskan bahwa pemilihan umum kepalahddédaeksanakan secara
demokratis berdasarkan asas langsung, umum, belesia, jujur, dan adil.

Dengan tercantumnya pasal tentang pemilihan umyral&elaerah secara
langsung dalam Undang-undang tersebut telah mekmgasahwa pemilihan
umum kepala daerah secara langsung adalah sistemiine@ lokal (local
election system)yang diselenggarakan sebagai bagian dari penygdeaan
sistem pemerintahan daerah. Hal itu secara umurat diigefinisikan sebagai
berikut.

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 42Q@6ntang
Pemerintahan Daerah. Walaupun definisi pemiliharumankepala daerah
secara langsung tidak dirumuskan secara tegas dahaiang-undang nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tegdipisd pemilihan umum
kepala daerah secara langsung dapat dilihat medahstansi pasal 56 ayat

(1) dan (2) serta pasal 57 ayat (1).
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Pasal 56

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dakatu pasangan
calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasakas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayaliajikan oleh
partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

(1)Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daeradlesiggarakan oleh
KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkamgemai
definisi pemilihan umum kepala daerah secara lamggaitu suatu sistem
pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wak#l&edaerah yang
diselenggarakan oleh KPUD dengan bertanggung javeglada DPRD
secara demokratis dan berdasarkan asas langsung),umebas, rahasia,
jujur, dan adil.

b. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentangipam pengesahan,
pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerahadhkepala daerah.
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerap galanjutnya disebut
pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatanatradty wilayah
provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan p#acdan Undang-
Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 untuk lthekepala daerah
dan wakil kepala daerah. Pengertian tersebut mekaga bahwa

pemilihan umum kepala daerah secara langsung memEuatu sarana
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pelaksanaan kedaulatan rakyat yang mencerminkanmilhi demokrasi
untuk memilih para calon pemimpin daerah. Penceamiradanya
kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi cendgrlebih nyata karena
dalam sistem pemilihan umum kepala daerah secargsdag yang
dilaksanakan berdasarkan enam asas, yaitu langaumgm, bebas,
rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, rakyat di rdée akan memiliki
kesempatan yang lebih luas dan bebas dalam meadjaltikan sekaligus
memperoleh pengakuan atas hak politiknya secagslay.
. Menurut Wahyudi Kumorotomo (Pengajar Jurusan Adstiasi Negara
Fisipol dan Magister Administrasi Publik/MAP Unisgias Gajah Mada
Yogyakarta) mengatakan bahwa pemilihan umum kegakrah secara
langsung adalah suatu pemilihan kepala daerah @il kepala daerah
secara langsung yang di dalamnya mengandung p@mssap man one
vote dan dua asas utama sebagai pilarnya, yakni asasstyjean rakyat
dan asas persamaan sebagai warga nefmagan adanya pemilihan
umum kepala daerah secara langsung, konsemtabilitas yang
terkandung di dalamnya secara otomatis akan mekeiptkemungkinan
untuk melengserkasecara langsung kepala daerah yang tidak dikehendak
oleh rakyat.

Akibatnya melalui konsep ini, pemilihan umum kepalaerah
secara langsung akan memungkinkan terpilihnya pemitvaru di daerah
yang lebihakuntabeldan memiliki rasa tanggung jawab kepada rakyat

sebagai konstituennya. Memang, pendapat Wahyudi dfotimmo pada
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dasarnya telah dapat menggambarkan definisi mengenalihan umum
kepala daerah secara langsung, tetapi pada kenggtaa nilai
akuntabilitas dan rasa tanggung jawab yang terkandung dalanmisiefi
tersebut masih sulit untuk dibuktikan.

Hal ini mengingat bahwa dalam pemilihan umum kemidarah
secara langsung, pasangan kepala daerah dan vegidlakdaerah yang
terpilih nantinya tidak didasarkan pada jumlah guarayoritas mutlak
yaitu sebesar 50% lebih satu suara (50%+1) dariajunotal pemilih
sebagaimana yang dianut dalam prinsipe man one vot@emilihan
umum Presiden, tetapi lebih didasarkan pada keuaggumlah suara
yang dimiliki oleh calon kepala daerah tersebuti dalon kepala daerah
yang lain. Akibatnya, apabila seorang kandidat keedaerah telah mampu
mengungguli jumlah suara yang dimiliki oleh kandikandidat kepala
daerah yang lain, maka calon kepala daerah tersaan dinyatakan
sebagai pemenang dalam pemilihan umum kepala daecana langsung
tanpa harus dilakukan pemilihan ulang untuk mencamsentasgumlah
suara mayoritas.

Dengan merujuk definisi di atas, pemilihan umum dtepdaerah
digambarkan sebagai suatu sistem pemilihan yangpmamenempatkan
rakyat sebagai pengambil keputusan langsung dalaenemtukan
terpilihnya seorang calon pemimpin daerah, sehinggaimpin daerah

yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang bereardp dikehendaki dan
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memperoleh legitimasi yang lebih kuat. Berdasankaian di atas, maka

dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut

KESADARAN POLITIK (X)

Dimensi Variabel X
(Pengetahuan hak dan kewajiba
sebagai warga negara)

Dimensi Variab_el X PARTISIPASI
(Pengetahuan fungsi, tujuan dar |:> POLITIK
proses Pemilu kepala daerah) (Y)
Dimensi Variabel %
(Pengetahuan jaminan hak-half

politik, hukum, dan sosial
ekonomi)

n

Gambar 1.1
Bagan Alur Kerangka Pemikiran

1.7 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap seatnapalahan yang
dipertanyakan. Hipotesa yang dimaksud mestinya adengndasan logis dan
memberi arah kepada proses penyelidikan itu serBigidasarkan hal di atas,
maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitiaratdalah sebagai berikut.
a. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan temiak dan kewajiban

sebagai warga negara terhadap tingkat partisipalgikpdalam pemilihan

umum kepala daerah.
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. Hi: Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentangamakewajiban sebagai
warga negara terhadap tingkat partisipasi politédach pemilihan umum
kepala daerah.

. Ho: Tidak terdapat pengaruh antara pengetahuan terfitengsi, tujuan, dan
proses pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkeisipasi politik
dalam pemilihan umum kepala daerah.

. Hi: Terdapat pengaruh antara pengetahuan tentangifuaogian, dan proses
pemilihan umum kepala daerah terhadap tingkat gpaasi politik dalam
pemilihan umum kepala daerah.

.. Ho: Tidak terdapat pengaruh yang berarti antara gahgan jaminan hak-hak
politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingbattisipasi politik dalam
pemilihan umum kepala daerah.

Hi: Terdapat pengaruh yang berarti antara pengetajaraman hak-hak
politik, hukum, dan sosial ekonomi terhadap tingtaittisipasi politik dalam

pemilihan umum kepala daerah.



